
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVlNSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKo\RTA

NOMOR 209 TAHUN 2016

TENTANG

PERIZINAN DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

(

DENGA]I; RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERINUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ~etentuan Pasa! 202 ayat (4) dan
Pasa! 203 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Ta:,un 2012
ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Pasa! 639
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zo::a.asi, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan
Ruang;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

2, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik I::ldonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4, Undang-U:ldang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umurn;

5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 TahWl 2015;

6. Peratu.:"an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Prov:nsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Pemerintah NaDor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nemer 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Ta~ eara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;



2

9. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tabun 2011 tcntang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak., serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas;

10. Perarzan Pemerintah Nomer 27 Tahun 2012 rcntang Izin
Lingkungan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 1 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Namar 06/FRT/M/2007
tcntang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan
Lingkung=;

13. PeraturaI: Menteri Pekerjaan Umum Namar 05/PRT/M/2008
tcntang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

14. Peraturan Menten Pekerjaan Umum Namar 13/PRT/M/2009
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

15. Peraturan Menteri PekeIja= Umum Namar 14/PRT/M/2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerj.aan Droum
dan Penataan Ruang;

16. Peraturan Menten Pekerjaan Umum Namar 02/PRT/M/2014
tcntang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;

17. Peraturan Daerah Nomer 7 Tabun 2010 tcntang Bangunan
Gedung;

18. Peraturan Daerah Nomer :5 Tahun 2011 tentang Perizinan
Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan;

19. Peratu:-an Daerah Nomer 1 Tahun 2012 tentang Rer..cana Tata
Ruang Wilayah 2030;

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah
Namar 1 Tahun 2015;

21. Peraturan Daerah Nomar 7 Tahun 2012 tentang PrasaranaJ

Sarana dan Utilitas Umum;

22. Peraturan Daerah Nomo::" 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peratcran Zonasi;

24. Peraturan Daerah Nomar 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

25. Peraturan Guhemur Nomer 195 Tabun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas;

26. Peraturan Gubernur Nomar 38 Tahun 2012 tentang
Bangunan Gedung Hijau;
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27. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2012 tentar:g Tata Cara
Penilaian dan Penetapan Nilai Fasilitas Sos:al/Fasilitas
Umum;

28. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemberian Pelayanan d.i Bidang Perizinan Bangunan;

29. Peraturan Gubernur Nom:>r 167 Tahun 2012 ten:ang Ruang
Bawah Tanah;

30. Peraturan Gubernur Nom:::>r 20 Tabun 2013 tent3.ng Sumur
Resapan;

31. Peraturan Gubernur Nomer 101 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan
Undang-Undang Gangguar.;

32. Peraturan Gubernur Nomer 157 Tahun 2013 tentang lzin
Lingkungan;

33. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

34. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang
Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nila.:. Koefisien
Lantai Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;

35. Peraturan Gubernur NODor 178 Tahun 2015 tentang
Penataan Kegiatan dalam Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTAi'lG PERIZINAN DAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa! 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah KhUBUS Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kota AdministrasijKabu;>a.ten Adrninistrasi adalah Kota
AdministrasijKabupaten Administrasi di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya
dising..Ornt BKPRD adalah tadan bersifat ad-hoc yang dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26
Tabun 2007 tentang Penataan Ruang eli Provinsi Daerah
Khusl:.s Ibukota Jakarta :ian mempunyai fungsi membantu
pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan
ruang di daerah.

7. Dinas Penataan Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Penataan Kota Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

8. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat BPTSP adalah Satuan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Suku Dinas Penataan Kota yang selanjutnya disebut Suku
Dinas adalah Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi.

10. Seksi Dinas Penataan Kota Kecarnatan yang selanjumya
disebut Seksi Dinas Kecamatan, adalah Seksi Dinas Penataan
Kota Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut Penyelenggara nsp adalah Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi dan Satuan Laksana
(Satlak) PTSP Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang d.i dalam bumi sebagai
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup. melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk me\\'U.judkan
struktlr ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan clan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

14. ZOna adalah kawasan atau area yang memiliki fur..gsi dan
karakteristik sesuai peruntukan.

15. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari
fungsi dan karakteristik pacta zona yang bersangkutan.
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16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR
adalah rencana secara te:-perinci tentang tata ruang wilayah
tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang
Wilayah dengan peta skala 1 , 5.000.

17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian
dan disusun untuk setiap biok atau zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam rencana rinci tata mango

18. Perizinan Pemanfaatan Ruang adalah pemberian legalitas
dalam bentuk izin dari Pemerintah Daerah kcpada orang
perseorangan atau badan hukum untuk me1akukan kegiatan
pemanfaatan ruang.

19". Rekomendasi Pemanfaatan Ruang adalah keterangan
pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah sebagai
kelengkapan administrasi berdasarkan Peratllran Daerah
danl atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

20.lzio adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan
perundang-undangan lain yang merupakan bukti legalitas
yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang
perseorangan atau badan hukum memanfaatkan n;,ang.

21. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan oIeh Pemerintah
Daerah kepada pemohon guna memperoleh lahan dan/atau
pemindahan hak dalam upaya pengendalian ruang sesuai
ketentuan berlaku.

22.Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan
memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan
memanfaatkan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, oemenuhi
persyaratan administrasi dan telmis berdasarkan aspek
teknis, politis, sasial, budaya dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

23. Izin Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin yang :::iiberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon ya...'g akan
melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dalam sub zona
tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi,
serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan melakukan
pemanfaatan ruang sesua.:. Rencana Detail Tats Ruang,
Peraturan Zonasi, dan ketentuan peraturan perundang­
undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin
mendirikan bangunan.
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25.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerin:ah Daerah
kepada pemilik bangunan gedung Wltuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi bangunan gedung
dan!atau menetapkan bangunan eksisting sesuai ?ersyaratan
administratif dan teknis.

26. Sertiflkat Laik Fungsi yang selanjulnya disingkat SLF adalah
sertifikat yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk
menyatakan kelaikan ftingsi suatu bangunan gedung baik
secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

27. Kegiatan Diperbolehkan adalah kegiaran pemanfaatan ruang
pada zona dan/ atau sub rona yang ditetapkan dalarn
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

28. Kegiatan Diizinkan Terbatas adalah kegiatan pemanfaatan
ruang pada zona dan! atau sub rona yang ditetapkan dalam
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dibatasi
dengan waktu pengoperasian, intensitas ruang dan/ atau
jumlah pemanfaatan.

29. Kegiatan Diizinkan Bersyarat adalah kegiatan pemanfaatan
ruang pada zona danl atau sub zona yang ditetapkan dalam
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan ZOnasi harus
memenuhi persyaratan umum danl atau persyarata.""1 khusus.

30. Kegiatan Diizinkan Terbatas dan Bersyarat adalah kegiatan
pemanfaatan ruang pada zona danl atau sub zona yang
ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi dibatasi dengan waktu pengoperasian, intensitas
ruang, jumlah pemanfaatan, dan harus memenuhi
persyaratan umum danl atau persyaratan khusus.

31. Kegiatan Tidak Diizinkan adalah kegiaran pemanfaatan ruang
pada zona dan/atau sub zona yang tidak sesuai dengan
Rencana Detail Tata. Ruang dan Peraturan Zonasi.

32. Penyesuaian Pemanfaatan Ruang adalah pemanfaatan ruang
yang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi danl atau perizinan yang telah diterbitkan.

33. Penataan Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah perencanaan
persebaran kegiatan pacta satu kesatuan lahan ber:lasarkan
kaidah-kaidah perencanaan.

34. Peta adalah peta yang tennuat dalam lampiran Peraturan
Daerah Nomor 1 Tabun 2014 tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi.

35. Peta. Rencana Pemanfaatan Ruang adalah peta rencana
pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi, serta Peta Operasional.

36. Peta Operasional adalah peta yang sudah dilakukan penataan
kegiatan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
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37. Tabel adalah tabel yang termuat pada Lampirar: Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi.

38. Bangunan Gedung adaah Wl.\iud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan t:empat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas danlatau di dalarn
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
me1akukan kegiatannya, book untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khUSllS.

39. Prasarana Umum adalah bangunan atau bangun-bangunan
yang dibutuhkan dalam pelayanan lingkungan yang
diselenggarakan oleh pemerintah, antara lain jaringan air
minum, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi,
lampu pcnerangan jalan, terminal dan/ atau pem:.Jerhentian
angkutan umum, wadah sa:npah terpilah, pemadam kebakaran,
taman, jalan, jembatan, waduk dan/atau situ.

40. Prasarana Sosial adalah kelengkapan dasar yang diperlukan
untuk pengembangan dan pengaturan suatu lingkungan
antara lain pendidikan, kesehatan, pelayanan umum,
peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, lapangan olahraga
danl atau lapangan terbuka, jembatan penyeberangan orang,
dan/atau taman pemakaman umum.

41. Rencana Pemanfaatan Ruang adalah rencana pemanfaatan
ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
ZOnasi, serta Peta OperasionaL

42. Keterangan Pemanfaatan Ruang adalah keterangan
pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi, serta peta operasional, yang di
dalamnya terdapat informasi antara lain hasil ukur, blok, sub
bIok, zona, sub zona, kegiatan, intensitas pemanfaatan ruang,
Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan
(GSJ), dan Garis Sempadan Kali (GSK).

43. Gambar Perencanaan Arsitektur Bangunan adalah rencana
pemanfaatan ruang dalam bentuk 2 (dua) dimensi yang
sekurang-kurangnya memuat gambar rencana tapak, denah,
potongan, tampak bangunan dan tabel intensitas
pemanfaatan mango

44. Gamhar Rencana Tapak adalah gambar yang memuat antara
lain; tata letak bangunan, lo::Casi, hasil ukur, Garis Sempadan
Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), dan Garis
Sempadan Kali (GSK), lantai bangunan, jarak bebas
bangunan, dimensi bangunan, penggunaan bangunan dan
Domor peta.

45. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk.
fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan
Koefisien Lantai Bangunan (nB) , Koefisien Dasar Bangunan
(KDBI, Ketinggian Bangunan, KoefisieI: Dasar Hijal-' (KDH),
Koefisien Tapak Basemen (KTB), tiap kawasan bagian kota
sesuai dengan kedudukan dan fungsi dalam pembangunan.
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46. Lahan adalah bentuk fisik alam, terdiri atas tanah, aIr, dan
udara yang dapat digarap.

47. Lahan Kepemilikan yang selanjutnya disebut lahan adalah
areal kepemilikan tanah masyarakat sesuai dengan bukti
kepemilikan lahan.

48. Lahan Perencanaan adalah luas laban efektif yang dikuasai
dan/atau direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan roang,
dapat berbentuk super blok, blok, sub blok dan/atau
perpetakan.

49. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah
ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan
maupun memanjang atau jalur yang didominasi oleh
tumbwan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat
tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan
prasarana dan/atau budidaya pertanian.

50. Insentf dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan
untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap
pelaksanaan kegiatan ya.-'g sejalan dengan rencana tata
ruang dan sebagai perangkat unruk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan
dengan rencana tata mango

51. Kewaji:,an adalah keharusan dalam penyediaan ian/atau
penyer.9han rencana jalan, ruang terbuka hija:.l (RTH),
saluran drainase, waduk dan/atau situ serta kewajiban
lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

52. Proposal adalah usulan rencana kegiatan pembangt::lan yang
terdiri dari aspek rencana kotal tata ruang, tata cara
pembebasan tanah, aspek pembiayaan, tata laksar.a, sosial
dan ekonomi, lingkungan hidup, serta jangka waktu
penyelesaian pembebasan tanah dan pembangunan fisik.

53. Dokumen Teknis adalah dokumen yang berisi ketentuan­
ketentuan mengenai aspek teknis perencanaa:: suatu
kegiatan atau proyek pembangunan.

54. Dokumen Anggaran adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran kegiatan atau proyek
pembangunan.

55. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah
sekumpuIan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melaku;Can usaha yang meliputi: perseroan :erbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) , Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpuIan, yayasan,
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lain.
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56. Orang adalah orang perseorangan danJatau korporasi.

57. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
tennasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pcmangku kepentingan non pemerintah lain.

58. Pemohon adalah setiap orang, masyarakat, badan hukum
atau pe1aku usaha, perwakilan negara asing, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah yang mengajukan pennohonan
perizinan pemanfaatan ruang kepacla Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan perizinan pemanfaata.., ruang untuk :

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai Rencana ':'ata Ruang
Wilayah 2030, RDTR dan Peraturan Zonasi;

b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan

c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat.

Pasal3

Pcrizinan pemanfaatan ruang diselenggarakan berdasarkan
prmslp:

a. prosedur yang sederhana, :nudah dan aplikatif;

b. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;

c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha;
dan

d. kepastian hukum.

BAB II

PEPJZINAN

Bagian Kesatu

Umum

PasaJ 4

(I) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib
memiliki izin dari Gubernur yang secara operasional menjadi
tugas Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditujukan untuk kegiatan sebagai berikut :

a. hunian;

b. keagamaan;
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c. usaha;

d. sasia! dan budaya; dan

e. fungsi khusus.

Pasal 5

(1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) diberikan izin berdasarkan :

a. klasiflkasi kegiatan; dan

b. zona pemanfaatan mango

(2) K1asifikasi kegiatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikelompokkan sebagai berikut :

a. kegiatan diperbolehkan;

b. kegiatan diizinkan terbatas;

c. kegiatan diizinkari bersyarat;

d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat; dan

e. kegiatan tidak dizinkan.

(3) Zona pemanfaatan ruang sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dirinci ke dalarn sub zona sesuai yang clitetapkan
dalam RDTR dan Peraturan Zonasi.

Pasal6

(1) lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1), berupa :

a. izin lokasi

b. izin prinsip pemanfaatar_ ruang;

c. izin kegiatan pemanfaatE..n ruang; dan

d. izin pemanfaatan ruang.

(2) Izin lokasi sebagalmana dimaksud pada ayat (I) huruf a, yaitu
luas lahan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) atau lebih,
diberikan oleh Kepala BPTSP setelab mendapat pertmbangan
dari BKPRD.

(3) lzin kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf C, diberikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk
mendapatkan 1MB.
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Pasal 7

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6 berdasarkan
luasan yang terdiri dari :

a. skala kedl; dan

b. skala besar.

(2) Skala kedl sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a,
terdiri dari :

a. luas lahan kurang dan 1.000 m2 (seribu meter persegi)
diberikan oleh Kepala Seksl Satlak PTSP Kecamatan; dan

b. luas laban antara 1.000 m2 (seribu meter persegi) sampai
dengan paling kurang 5.000 m2 (lima ribu meter persegi)
diberikan oleh Kepala Kantor PTSP.

(3) Skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
yaitu luas lahan 5.000 m2 (lima ribu meter persegij atau Iebili,
diberikan oleh Kepala BPTSP setelah mendapat pertimbangan
dari BKPRD.

Bagian Kedua

Izin Lokasi

Fasal 8

(1) Untuk mendapatkan izin takasi, pemohon mengajukan
pennohonan secara tertulis kepada Kepala BPI'SP.

(2) Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1)
dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai
berikut:

a. surat pernyataan tentang kebenaran data dan keabsahan
data;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu lzin
Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA dan Paspor;

c. fotokopi Kartu Keluarga (KK);

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. fotokopl akte pendirian badan hukum bag! pemohon
berbadan hukum;

f. fotokopi NPWP Badan Hukum;

g. pemyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan
yang dibuat secara notarial akta;

h. ikhtisar tanah yang tergambarkan dalam peta, jika jumlah
surat tanah lebih dari 3 (tiga);
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1. proposal teknis yang dilengkapi dengan : peta lakasi,
referensi bank, foto lokasi dan sekitarnya, serta foto dari
Google Map, serta softcopy atau scan seluruh dokurnen;
dan

J. fotokopi bukti kepemilikan tanah.

(3) Ketentuan dan tata cara ?errnohonan izin lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala
BPfSP.

Pasal9

(1) Kepala BPfSP sesuai lingkup tugasnya memberikan
keputusan menolak. atau menerima permohocan setelah
meneliti/memeriksa berkas pennohonan iz:n lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 8.

(2) Permohonan izin lokasi yang ditolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus disertai wasan bahwa persyaratan yang
disampaikan pemohon tidak lengkap danl a:au perlu
disempurnakan.

(3) Permohonan izin lokasi yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). kepada pemohon diberikan nomor registrasi
sebagai tanda terima berkas pennohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 10

(1) lzin Iokasi yang telah diterbitkan oleh Kepala BPfSP sebagai
dasar izin prinsip pemanfaa~ ruang untuk luas lahan 5.000 m2

(lima ribu meter persegi) atau lebih.

(21 Dalam hal permohonan izLt") prinsip pemanfaatan ruang Wltuk
luas lahan 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi) atau ~ebih, tidak
me1alui tahapan izin lokasi terlebih dahulu, maka dapat
dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peruniangan.

(3) DaJam hal terjadi penambahan luas lahan terhadap izin lokasi
yang dimohon. maka pemohon harus mengajukan kembali
izin lokasi tersebut.

(4) Izin [okasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
6 (enam;, bulan terhitung sejak diterbitkannya dan batal
dengan sendirinya apabila jangka waktu tersebut berakhir
serta segala risikonya menjadi beban tanggungan pemohon
kecuali ada persetujuan :?erpanjangan secara te:-tulis dari
Gubernur.

Bagian Ketiga

Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

PasaJ 11

(l) Untuk mendapatkan izin prinsip pemanfataan ruang pemohon
mengajukan permohonan secara tertulis kepada KepaJa
Penyelenggara PrSP sesuai :ingkup tugasnya.
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(2) Ketentuan dan tata cara permohonan lZlJ1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), diatur dalam Peraturan Kepala
BPTSP.

Pasall2

(I) Permohonan 12m prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I), harus dilengkapi
persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang
masih berlaku;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. fotokopi akte pendirian barlan hukum bagi pemohon
berbadan hukum;

d. fotokopi surat bukti kepemilikan lahan;

e. surat kuasa penunjuk batas;

f. fotokopi tanda bukti lunas PBB laban yang dimohon
tabun berjalan atau I (satu) tabun sebelumnya;

g. surat pernyataan tidak sengketa atas kepemi1ikan laban;

h. dokumen pelaksanaan anggaran bagi instansi pemerintah
pusat atau pemerintah daerah; dan

1. rekomendasi dari Kepala SKPD bidang penanaman modal
untuk hadan usaha yang mendapatkan fasilitas
Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN).

(2) Untuk permohonan dengan !uas laban 5.000 m' (lima ribu
meter persegi) atau lebih, selain persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) harus melampirkan :

a. pemyataan kesanggupan menyerahkan kewajiban yang
dinyatakan secara notarial akta; dan

b. proposal.

Pasa! 13

Persyaratan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 12 ayat (1) huruf a dengan
ketcntuan sebagai berikut :

a. pemohon perorangan melampirkan KTP pemilik lahan
dan/ atau yang dikuasakan; dan

b. pemohon badan usaha atau lembaga pemerintah
melarnpirkan KTP direktur perusahaan atau pejabat
berwenang yang terkait dengan permohonan izin prinsip
pemanfaatan ruang atau pejabat yang ditunjuk danl atau
yang dikuasakan.
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Pasal 14

(1) Persyaratan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
pemohon sebagaimana dimaksud da1am Pasal 12 ayat (1)
huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pemohon perorangan melampirkan NPWP penilik lahan;
danjatau

b. pemohon badan usaha me1ampirkan NPWP harlan usaha.

(2) Persyaratan fotokpi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
pemohon sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) tidak
dipersyaratkan bagi permohonan untuk :

a. kegiatan pemanfaatan ruang keagamaan;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang dibiayai da; Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan

c. kegiatan pemanfaatan ruang untuk perwakilan negara
asing.

Pasal 15

(1) Persyaratan fotokpi surat bukti kepemilikan lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dapat
berupa salah satu dari surat sebagai berikut :

a. fotokopi sertiflkat tanah;

b. fotokopi surat girik;

c. fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hal< Penggunaan
Atas Tanah olch pejabat yang berwenang dan instansi
pemerintah yang menguasai tanah tersebut;

d. fotokopi surat kaveling dari Pemerintah Daerah atau
instansi yang diberikan tugas oleh Gubemur; atau

e. fotokopi surat pernyataan dari instansi pemerintah untuk
lahan milik pemerintah.

(2) Fotokopi sertiflkat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, harns dilegalisir oleh notaris.

(3) Fotokopi surat girik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dengan melampirkan surat ?ernyataan bennaterai
dari pemohon yang me:lyatakan laban yang dikuasai
dan/ atau dimiliki tidak dalam sengketa diketahui Lurah
setempat.

(4) Fotokopi surat kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dengan me:1ampirkan surat pernyataan 'bermaterai
dari pemohon yang menyatakan laban dikuasai danl atau
dimiliki tidak dalam sengketa diketahui oleh Lurah setempat.
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Pasal16

(1) Apabila pemohon berbeda dengan pemilik hak atas lahan,
pemohon harus melampirkan dokumen pendukung dapat
berupa:

a. fotokopi akte jual beli; atau

b. surat keterangan dari notaris dan/atau Lurah setempat.

(2) Akte jual beli atas kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud
pada "-yat (11 huruf a, apabila lebih dari 1 (satu) kali jual beli
harus batik nama atas nama pemilik terakhir.

Pasal 17

(1) Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya
memberikan keputusan menolak atau menerirna permohonan
sctelah meneliti/memeriksa berkas permohonan Izin prinsip
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dan Pasal 12.

(2) Permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang yang ditolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dise:1:ai alasan
bahwa persyaratan yang disampaikan pemohon tidak lengkap
dan/arau perlu disempumakan.

(3) Permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang yang diterima
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), kepada pemohon
diberikan nomar registrasi sebagai tanda terima berkas
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal18

Terhadap permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang yang
diterima, Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya melakukan
peninjauan ke Iokasl dimohon untuk :

a. mela.k1.J<an pengukuran; dan

b. meneliti keberadaan kegiatan sekitamya sesuai kegiatan
dimohon.

Pasal 19

(1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang yang diterima
Satlak PTSP Kecamatan, pengukuran dilakukan oleh
petugas ukur yang ditunjuk Kepala Seksi Satlak PTSP
Kecamatan dengan surat tugas;

b. permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang yang diterima
Kepala Kantor PTSP, pengukuran dilakukan olel: petugas
ukur yang ditunjuk Kepala Kantor PTSP dengan surat
tugas; dan
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c. permohonan izin prinsip pemanfaatan roang yang diterima
Kepala BPTSP, pengukuran dilakukan oleh petugas ukur
yang ditunjuk Kepala BPTSP dengan surat tugas.

(2J Apabila hasil pengukuran ke lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (I), ternyata data yang disampaikan pemohon tidak
sesuai dengan kondisi di 1akasi, maka Kepala Penyelenggara
PTSP sesuai dengan lingkup tugasnya mem-:Jcritahukan
kepada pemohon untuk melengkapi ketidaksesuaian data
dimaksud.

Pasal20

(1) Keberadaan kegiatan sekitarnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (I) huruf b diteliti untuk :nengetahui
kegiatan dimohon termasuk dalam kelompok kegiatan.

(2) Apabila hasil pemnJauan ke lokasi ternyata kegiatan
pemanfaatan ruang yang diajukan pemohon tidak memenuhi
ketentuan kegiatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) atau
termasuk kegiatan tidak diizinkan berdasarkan Tabel
Klasifikasi Kegiatan, permohonan izin prinsip pemanfaatan
ruang ditolak secara tertulis dilengkapi dengan alasan
penolakan.

Pasal21

(1) Apabila dalam satu permohonan memerlukan penataan
kegiatan pemanfaatan ruang, Kepala BPTSP mcmohon
pertimbangan terlebih dahulu kepada BKPRD.

(2) Setelah mendapatkan pertimbangan BKPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), Kepala BPTSP dapat meminta
pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait, dalam hal teknis
penataan kegiatan pemanfaatan ruang.

{3l Kepala BPTSP memproses penataan kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan (2) dalam
fonnat Izin Prinsip Gubemur dan Surat Perintah Gubernur
tentang penataan kegiatan pemanfaatan ruang.

(4) Izin Prinsip Gubernur tentang penataan kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti
dengan perizinan pemanfaatan ruang lainnya untuk
mendapatkan 1MB.

(5) Surat Perintah Gubernur tentang penataan kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dijadikan sebagai bahan masukan dalam revisi R:)TR dan
Peraturan ZOnasi sesuai dengan ketentuan perundangan.

(6) Format Izin Prinsip Gubernur dan Surat Perintah Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4J dan ayat (5)
diatur dalam Peraturan Kepala BPTSP.



17

Pasal22

Berdasarkan data yang disampaikan oleh pemohon, terhadap
kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pemohon sesuai
ketentuan yang Citetapkan dalarn RDTR dan Peraturan Zonasi.
Kepala Penyelenggara PTSP menerbitkan izin prinsip pemanfaatan
ruang kecuali kegiatan pemanfaatan ruang yang terlebih dahulu
mendapatkan pertimbangan BKPRD.

Pasal23

(1) Untuk mendapatkan pertimbangan dari BKPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, Kepala BPTSP menyampaikan
surat pengantar kepada Ketua BKPRD, di1engkapi paling
kurang peta rencana pemanfaatan ruang dan keterangan
pemanfaatan ruang.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud
Surat Pertimbangan BKPRD yang
persetujuan G\.:.bernur.

Pasal24

pada ayat (1), berupa
telab mendapatkan

(1) Terhadap permohonan den~an Juas laban 5.000 m 2 [lima ribu
meter perseJti) atau lebih, serta pemanfaatan ruang untuk
rurnah susun dan nunah umum yang menggunakan
ketentuan khusus sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi maka bagian lahan
yang terkena rencana jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH),
saluran drainase, waduk danl atau situ menjadi kewajiban
pemohon yang ~arus diserahkan kepada Pemerintah Daerah,
berikut konstru~sinya.

(2) Terhadap permohonan pada laban-laban milik Pemerintab
Pusat, Pemerintah Daerab, BUMN dan BUMD hanya
dikenakan kewajiban penyediaan lahan berikut konstruksinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Terhadap permohonan pada laban-laban milik perwakilan
negara asing dapat dikenakan penyerahan kewajiban, dengan
terlebih dahulu mendapatkan r.ekomendasi Kemente:ian Luar
Negeri Republik Indonesia.

(4) Terhadap kewajiban konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (n yang tidak bisa dilaksanakan pada laban perencanaan
dapat dialihkan untuk dibangun di tempat lain setelab
menda:;>atkan pertimbangan dari BKPRD.

(5) Gubemur dapat menetcipkan kewajiban tambaha., selain
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1alui
pertimbangan BKPRD.

(6) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1"1, dituangkan dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban
yang dibuat secara Notarial Akta.
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(7) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (11.
dilaksanakan sesu3.1 ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasa125

(1) Dalarn pemberian izin prinsip pemanfaatan ruang, apabila
jenis kegiatan yang dimohon masuk dalam klasifikasi kegiatan
tidak diperbolehkan berdasarkan Tabel Klasifikasi Kegiatan
tetapi termuat daJam Peta, maka Kepala Penyelenggara PTSP
berpedornan pada Peta.

(2) Apabila kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohon telah
watur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, tetapi tidak
terrnuat dalam Tabel Klasifikasi Kegiatan, dan Peta, maka
Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya
berpedoman pacta ketentua:1 yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

(3) Apabila kegiatan yang dimohon tidak watur dalam Peraturan
Daerah ~omor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan
Zonasi, tetapi termuat dalam Tabel Klasifikasi Kegiatan, dan
Peta, maka Kepala Pcnyelenggara fYfSP sesuai lingkup
tugasnya berpedoman pacta Tabel Klasiflkasi Kegiatan dan
Peta.

(4) Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya
memberikan izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan
ketentuan kegiatan yang dimohon dimanfaatkan untuk :

a. kepentingan masyarakat;

b. prasarana penunjang kegiatan utama;

c. keserasian terhadap fungsi zona dan/atau subzona;
dan/atau

d. tidak mengubah fungsi zona dan/atau subzona bersangkutan.

Pasal 26

Izin prinsip pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan oleh Kepala
Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya
dikeluarkannya izin kegiatan pemanfaatan
pemanfaatan ruang dan 1MB.

Pasal27

sebagai
ruang,

dasar
izin

(1) Izin prinsip pemanfaatan IUang yang diterbitkan oleh Kepala
Penyelenggara PTSP sesuai .lingkup tugasnya paling sedikit
memuat:

a. nomor registrasi;

b. nama pemohon;
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c. alamat pemohon;

d. alamat lokasi;

e. kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohon;

f. zona, sub zona dan kegiatan pemanfaatan ruang; dan

g. Juas laban perencanaan.

(2) lzin prinsip pemanfaatan ruang untuk luas laban di 5.000 m 2

(lima ribu meter persegil atau lebih, serta pemanfaatan ruang
untuk rumah susun dan rumah urnum yang: menggunakan
ketentuan khusus sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi selain memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pacta ayat {Il, juga memuat :

a. kewajiban; dan

b. kewajiban lain yang telah ditetapkan sebelumnya (apabila
ada).

(3) Izin prinsip pemanfaatan ruang scbagaimana dimaksud pacta
ayat (1) dan ayat (2), melampirkan paling sedikit:

a. peta rencana pemanfaatan ruang; dan

b. keterangan pemanfaatan ruang;

(4) Izin prinsip pemanfaatan ruang berikut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
diatur dalam Peraturan Kepala BPTSP.

Pasal 28

la:npirannya
da-, ayat (3),

Izin prinsip pemanfaatan ruang tidak clapat dipindahtangankan.

Pasal29

(1) Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan luas
lahan, perubahan kegiatan dan/atau perubahan kepemilikan
harns mengajukan kembali izin prinsip pemanfaatan mango

(2) Pengajuan perrnohonan izin prinsip pemanfaatan ruang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah
kewajiban yang tclah ditetapkan dalam izin prinsip
pemanfaatan ruang sebelumnya kecuali mendapatkan
persetujuan dari Gubernur atas perubahan kewaji:,an yang
telah ditetapkan dalam izin prinsip pemanfaatan ruang
sebelumnya.

Bagian Keempat

lzin Kegiatan Pe:nanfaatan Ruang

Pasal 30

(1) Izin kegiatan pemanfaatan ruang cliberikan oleb Kepala
Penyclenggara PTSP sesuai li.:.,gkup tugasnya kepada pemohon
berdasarkan izin prinsip pemanfaatan mango
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(2) Izin kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana climaksud pada
ayat (I), antara lain ;

a. izin lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL atau SP?L);

b. kajian lalu lintas;

c. izin gangguan (Ho); dan/atau

d. izin/tancta daftar usaha sestial ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan dan taro cara permohonan lZIn kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dan
ayat (2), diatur dalam Peraturan Kepala BPTSP.

Pasal31

(1) Dalam menerbitkan izin kegiatan pemanfaatan Tuang dan/
atau izin pemanfaatan ruang, Kepala Penye1enggara PTSP
perlu mempertimbangkan gambar perencanaan arsitektur
bangunan.

(2) Gambar perencanaan arsitektur bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), clipersyaratkan setelah izin prinsip
pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Kepala Penyelenggara
PTSP.

(3) Gambar perencanaan arsitektur bangunan sebagaimana
climaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan skala 1 : 100
atau 1 : 200 untuk denah serta tampak dan potongan
bangunan, dan skala 1 : 500 atau skala I : 1000 untuk
rencana tapak.

(4) Gambar perencanaan arsitektur bangunan sebagaimana
dimaksud pacta ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. paling sedikit memuat rencana tapak, denah bangunan,
potongan bangunan, tampak bangunan dan tabel
intensitas pemanfaatan ruangi dan

b. kop kertas gambar terletak di sebelah kanan kertas
gambar dengan memuat paling sedikit nama proyek, lokasi
proyek, nama pemohon, perencana yang mem:1iki izin
pelaku teknis bangunan, skala gambar, judul gambar,
nomor dan jumlah lembar dan notasi arah dan keterangan
lain yang diperlukan.

(5) Tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a memuat intensitas rencana dan batasan.

(6) Gambar arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4), sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal32

(1) Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya
memberikan keputusan menolak atau menerima permohonan
izin kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentua, yang
ditctapkan dalam izin prinsip pemanfaatan ruang.
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(21 Penolakan pennohonan izin kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan bahwa
kegiatan yang diajukan olch pemohon tidak meme:luru syarat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan izin kegiatan pemanfaatan ruang yang diterima
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dan sesuai jangka waktu
yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya
menerbitkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

(4) Format lZln kegiatan pemanfaatan ruang se:,agaimana
dimaksud pada ayat (I) diatur dalam Peraturan Kepala
BPTSP.

Pasa133

[zin kegiatan pemanfaatan ruang menjadi bahan per:imbangan
untuk menerbitkan izin pemanfaatan mango

Bagian Kelima

Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal34

(1) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Kepala Penyelenggara
PTSP sesuai lingkuP. tugasnya dengan ketentuan izin prinsip
pemanfaatan lUang dan/atau izin kegiatan peoanfaatan
ruang telah terpenuhi.

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam RDTR
dan Peraturan Zonasi yang mengatur pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang sebagai batasan :naksimal
rencana kota dalam menetapkan izin pemanfaatan ruang
sampai tahun 2030.

(3) lzin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan hasil rumusan batasan maksimal rencana kota
yang diperkenankan dalam menetapkan perizinan setelah
mempertimbangan izin prinsip pemanfaatan ruang dan/ atau
izin kegiatan pemanfaatan mango

(4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling kurang memuat :

a. nomor registrasi pemohon;

b. nama pemohon;

c. alamat pemohon;

d. alamat lokasi kegiatan pemanfaatan ruang;

e. bIok, sub bIok, zona, sub zona dan kegiatan pemanfaatan
ru.a.ng;
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f. Iuas lahan pcrencanaan;

g. intensitas pemanfaatan ruang;

h. kegiatan pemanfaatan ruang; dan

1. ketentllan lain.

(5) Izin pemanfaatan ruang untuk 1uas laban 5.000 m2 (lima ribu
meter persegi) atau lebih, serta pemanfaatan ruang untuk
nunah susun dan rumah umum yang menggunakan
ketentuan khusus sesuai Peraturan Daerah Nomo:" 1 Tahun
2014 tcntang RDTR dan Peraturan Zonasi sclain memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (4), juga memuat :

a. kewajiban; dan

b. kewajiban lain yang telab ditetapkan sebelumnya (apabila
ada).

(6) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
melampirkan :

a. lzin prinsip pemanfaatan ruang beserta lampirannya;
dan/atau

b. lzin kegiatan pemanfaatan ruang.

(7) Format izin pemanfaatan ruang sebagairnana dimaksud pacta
ayat (I) ctiatur dalam Peraturan Kepala BPTSP.

Bagian Keenam

1MB

Pasa135

(I) 1MB diberikan oleh Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup
tugasnya dengan ketentuan izin prinsip pemanfaatan ruang
dan/ atau izin kegiatan pernanfaatan ruang serta izin
pemanfaatan ruang telah terpenuhi.

(2) Permohonan 1MB sebagaimana ctimaksud pada ayat (I) harus
dilengkapi dengan rencana teknis bangunan gedung meliputi :

a. gam":lar perencanaan arsitektur dan tabel perhitungan
intensitas bangunan yang terlebih dahulu disahkan oleh
penyelenggara PTSP;

b. gambar dan perhitungan konstruksi; dan

c. gambar dan pcrhitungan oekanikal elektrikal.

(3) Gambar dan perhitungan konstruksi scrta gambar dan
perhitungan mekanikal elektrikal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan humf c diwajibkan untuk bangunan
bukan rumah tinggal sesuai ketentuan peraturan pCnlndang­
undangan mengenai bangunan gedung.
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Pasal 36

(1) 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling kurang
memuat:

a. nomor registrasi pemohon;

b. nama pemohon;

c. alamat pemohon;

d. alamat lokasi kegiatan pemanfaatan ruang;

e. dasar pertimbangan;

f. hIok, sub blok, zona, sub zona dan kegiatan pemanfaatan
ruang;

g. luas lahan perencanaan;

h. intensitas pemanfaatan ruang;

1. luas bangunan;

J. tinggi bangunan;

k. jumlab unit;

1. kewajiban lain; dan

m. ketentuan lain yang ditetapkan dalam peTatuTan
perundang-undangan.

(2) Format 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatUT
dalam PeTaturan Kepala BPTSP.

Pasal37

(1) Pemilik 1MB dan/atau pemiIik bangunan yang akan
melakukan perubaban luas laban dan/atau perubahan
kegiatar: pemanfaatan ruang, harus mengajukan permohonan
perubahan izin pemanfaatan ruang secara tcrtulis kepada
Kepala Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya.

(2) Perrnohonan pembahan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melampirkan peTsyaratan sebagai
berikut:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemoho:l yang
masih berlaku;

b. fotokopi izin prinsip pemanfaatan ruang lama;

c. fotokopi izin kegiatan pemanfaatan ruang lama (apabila
ada);
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d. fotokopi lzin pemanfaatan Nang lama;

e. fotokopi 1MB; dan

f. usulan perubahan luas laban danl atau perubahan
kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) Perubahan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diberikan Kepala Penyelenggara PTSP sesuai
ketentufu"'1 dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal38

(1) Pemilik 1MB dan/atau pemilik bangunan ya.'g akan
melakukan perubahan luas bangunan harus mengajukan
pennohonan 1MB Perubahan dengan ketentuan ::ntensitas
bangunan sesuai izin prinsip pemanfaatan ruang.

(2) Pemilik bangunan tidak dapat melakukan penambahan luas
bangunan pacta sebagian lahan dan{ atau bangunan dalam
satu lahan perencanaan tanpa merevisi 1MB secara
keseluruhan.

(3) Pemilik 1MB dan/ atau pemilik bangunan melakukan
perubahan tampak (fasade) dan/atau perubahan ruang sesuai
dengan luas bangunan yang ditetapkan dalam 1MB harus
mengajukan permohonan 1MB untuk rehabfrenovasi kecuali
rurnah tinggal hams melapor kepada Kepala Seksi Dinas
Kecamatan.

(4) Permohonan 1MB Perubahan dan 1MB untuk rehab{renovasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jiajukan
secara tertulis kepada Kepala Penyelenggara PTSP dilengkapi
persyaratan sekurang-kurangnya :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTPj pemohon yang
masih berlaku;

b. fotokopi izin prinsip pemanfaatan ruang lama;

c. fotokopi izin kegiatan pemanfaatan ruang lama (apabila
ada);

d. fotokopi lzin pemanfaatan ruang lama;

e. fotokopi 1MB yang lama; dan

f. gam~ar perencanaan arsitektur bangunan (perubahan).

Pasa139

(11 Dalaro hal pemilik 1MB tidak melakukan kegiatan
pembangunan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal
ditetapkan 1MB, wajib mengajukan surat perpanjangan 1MB
kepada ?enyelenggara PTSP.
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(2) Surat perpanjangan 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis 2 (dual bulan sebelum 1M3 berakhir,
dcngan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. fatckapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pernohan yang
masih berlaku;

b. fatokapi sertifikat tanah;

c. fotokopi izin prinsip pemanfaatan ruang lama;

d. fatakapi izin kegiatan pemanfaatan ruang lan:a (apabila
ada!;

e. fotokopi Izin pemanfaatan ruang lama; dan

f. fatokapi 1MB yang lama.

Pasal40

(I) Pernilik 1MB dan/atau pemilik bangunan sebelum bangunan
digunakan atau dimanfaatkan wajih memiliki Sertiiikat Laik
Fungsi (SLF) sebagai bukti keandalan bangunan gedung.

(2) Pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana dirnaksud
pacta ayat {il dilaksanakan sesuai ketentuan ?craturan
perundang-undangan bangunan gedung.

BAB III

REKOMENDASI

Pasal41

(11 Rekomendasi dalam pemanfaatan ruang berupa rekomendasi
pemanfaatan Iahan untuk pensertifikatan diberikan aleh
Kepala BPTSP.

(2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pacta ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan secara
tertulis kepada Kepala BPTSP dilengkapi persyaratan
sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. fatakapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemahan yang
masih berlaku bagi perorangan dan/atau swas:a, atau
surat keterangan dari penanggungjawab bagi instansi
pemerintah;

b. fatakapi Namar Pakak Wajib Pajak (NPWP) untuk
perorangan danJatau swasta;

c. fatakapi akte pendirian badan hukum bagi pemahan
berbadan hukum;

d. fatakapi surat kepemilikan lahan;



26

e. fotokopi tanda bukti lunas PBB lahan yang dimo~on tahun
berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya;

f. surat kuasa penunjuk batasj dan

g. rekomendasi dari Kepala SKPD bidang penanaman modal
bagi yang mendapatkan fasilitas Penanaman Modal Asing
(PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk
permohonan pemanfaatan lahan guna pensertifl..katan.

(3) Ketentuan dan tala cara permohonan rekomendasi pemanfaatan
laban untuk pensertiflkatan sebagaimana dimaksud pacia
ayat (I), diatur dalam Peraturan Kepala BPTSP.

Pasal42

(1) Pennohonan rekomendasi pemanfaatan ruang untuk
pensertiflkatan beserta persyaratannya, dinyatakan ditolak
atau diterima olch Kepala BFTSP dengan waktu pelaksanaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permoh::man rekomendasi pemanfaatan ruang untuk
pensertfJkatan yang ditolak oleh Kepala BPTSP sebagaimana
dimaksud pacta ayat (1), disertai alasan bahwa persyaratan
yang disampaikan tidak lengkap dan/atau perlu
disempurnakan olch pemohon.

(3) Perrnohonan rekomendasi pemanfaatan ruang untuk
pensertifikatan yang diterima eleh Kepala BPTSP sehagaimana
dimaksud pada ayat (I), selanjutnya dilakukan proses
penyelesaian rekomendasi untuk diberikan kepada pemohon.

(4) Format rekomendasi pemanfaatan lahan untuk pensertiflkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan
Kepala BPTSP.

BABIV

PERTIMBANGAN BKPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal43

(1) Pertimbangan BKPRD diberikan untuk lZln pnnslp
pemanfaatan ruang, meliputi :

a. luas laban di atas 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi);

b. penggunaan Telmik Pengaturan Zonasi (TPZ);

c. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat dan di:zinkan
terbatas bersyarat dalam Kawasan eagar Budaya;
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d. kegiatan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam
RDTR dan Peraturan Zonasi;

e. pemanfaatan ruang eli bawah, di atas prasarana umum
dan/ atau RTH;

f. peoanfaatan lUang di atas permukaan aIr, sempadan
sungai, kali, kanal, waduk. dan situ~

g. per:etapan insentif dan disinsentif;

h. penataan kegiatan dalam pemanfaatan ruang;

1. reklamasi; dan

J. izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(2) Pertimbangan BKPRD juga diberikan terhadap pe~mohonan

izin prinsip pemanfaatan Nang dengan luas lahan 5.000 m2
(lima ribu meter persegij sampai dengan 10.000 m' (sepuluh
ribu meter peTsegi).

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Untuk Luas Lahan di Atas 10.000 m 2

Pasal44

(1) Pertimbangan BKPRD untuk permohonan pemanfaatan ruang
dengan luas lahan di atas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter
persegi) meliputi :

a. perencanaan pemanIaatan ruang; dan

b. penetapan kewajiban rencana jalan, ruang terbuka hijau
(RTH), saluran drainase, waduk danl atau situ serta
kewajiban lainnya.

(2) Pertimbangan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan :

a. surat pengantar dari Kepala BPfSP beserta kelengkapannya;
dan

b. akta notarial berupa pernyataan kesanggupan menyediakan
dan/atau menyerahkan kewajiban kepada Pemerintah
Daerah.

(3) Pertimbangan perencanaan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti kaidah-kaidah
perenca"'1aan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal45

{Il Ketua BKPRD menerbitkan surat pertimbangan pemanfaatan
ruang ::lan penetapan kewajiban sebagai dasar uutuk
mendapatkan persetujuan Gubernur.
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(2) Persetujuan Gubernur mengenai pemanfaatan ruang dan
penetapan kewajiban sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh BKPRD kepada Kepala BPTSP untuk
selanjutnya diterbitkan izin prinsip pemanfaatan ruang.

(3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan BKPRD tidak dapat
diterima, Ketl:a BKPRD mengeluarkan surat penolakan
disertai alasannya, untuk disampaikan Kepala BPT3P kepada
pemohon.

Bagian Ketiga

Penggunaan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Pasal46

(1) Pertimbangan BKPRD dalam pemanfaatan ruang yang
menggunakan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) ditujukan
untuk pe:letapan :

a. bonus;

b. pengalihan t.ak membangun atau TDR;

c. pertampalan aturan atau overlay;

d. pennufakatan pembangunan;

e. ketentuan khusus;

f. pengendalian perturnbuhan; dan/atau

g. pelestarian kawasan eagar budaya.

(2) Untuk mendaparkan pertimbangan BKPRD dalam penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPTSP
menyampaikan surat pengantar penggunaan Teknik
Pengaturan Zonasi (TPZ) beserta kelengkapannya kepada
Ketua BKPRD.

Pasal47

(I) Ketua BKPRD menerbitkan surat pertimbangan penggunaan
Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagai dasar untuk
mendapatkan persetujuan Gubemur.

(2) Persetujuan Gu~ernur mengenai penetapan penggunaan
Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan oleh Ketua BKPRD kepada Kepala
BPTSP sebagai dasar untuk. menerbitkan lzin prinsip
pemanfaatan mango

(3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan BKPRD penggunaan
Teknik Pengaturan Zonasi tidak dapat ctiterima, Ketua BKPRD
mengeluarkan -surat penolakan disertai alasarmya, untuk.
disampaikan Kepala BPTSP kepada pemohon.
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Bagian Keempat

Kegiatan yang Diizinkan Terbatas, Bersyarat dan Diizinkan
Terbatas Bersyarat Dalam Kawasan eagar Budaya

Pasal48

(1) Pertimbangan BKPRD unttL< permohonan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan yang cliizinkan terbatas, bersyarat dan
diizinkan terbatas bersyarat dalam kawasan eagar budaya
berdasarkan pacta aspek antara lain:

a. arkeologis;

b. sejarah dan arsitektural bangunan; dan

c. lingkungan.

(2) Untuk mendapatkan pertimbangan BKPRD dalam
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (11,
Kepala BPTSP menyampaikan surat pengantar pennohonan
beseeta kelengkapannya kepada Ketua BKPRD.

Pasal49

(1) Berdasarkan permohonan untuk kegiatan yang diizinkan
terbatas, bersyarat dan diizinkan terbatas bersyarat dalam
kawasan eagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
48 ayat :2). Ketua BKPRD :nenerbitkan surat pertiinbangan
sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.

(2) Persetujuan Gubernur mengenai pemanfaatan ruaI:.g untuk
kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat dan diizinkan
terbatas bersyarat dalam kawasan eagar budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPTSP
sebagai dasar untuk mener:Jitkan izin prinsip pem.anfaatan
ruang.

(3) Apabila berdasarkan pertimbangan BKPRD pemanfaatan
ruang untuk kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat dan
diizinkan terbatas bersyarat dalam kawasan eagar budaya
tidak dapat diterima, Ketua BKPRD mengeluarkan surat
penolakan disertai alasannya, untuk disampaikan Kepala
BPTSP kepada pemohon.

Bagian Kelima

Kegiatan yang Belum Termasuk Dalam Klasifikasi Kegiatan
Dalam RDTR dan Pcraturan Zonasi

Pasal 50

(1) PertimbanRan BKPRD penetapan kefl;iatan yang belum
termasuk dalam klasifikasi kegiatan dalam RDTR dan
Peraturan Zonasi ditujukan untuk kegiatan pemanfaatan
ruang yang berkembang di masyarakat sesuai kemajuan
pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
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(2) Untuk mendapatkan pertimbangan BKPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BFTSP menyampaikan sural
pengantar usulan kegiatan beserta alasannya kepada Ketua
BKPRD.

Pasal 51

(I) Ketua BKPRD menerbitkan surat pertimbangan penetapan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal (1)
sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan Gubernur
mengeoai penetapan kegiatan yang belum termasuk dalam
klasifikasi kegiatan dalam RDTR dan Peraturan Zonasi.

(2) Persetujuan Gubemur mengenai penetapan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh
BKPRD kepada Kepala BPTSP sebagai dasar menerbitkan izin
prinsip pemanfaatan ruang.

(3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan BKPRC, usulan
kegiatan yang disampaikan Kepala BFTSP tidak dapal
diterima, Ketua BKPRD mengeluarkan surat penolakan
disertai alasannya, untuk disampaikan Kepala BPTSP kepada
pemohon.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Ruang d.i Bawah, eli Atas Prasarana Umum
dan/atau RTH, Serta di Atas Permukaan Air, Sempadan

Sungai, Kali, Kanal, Waduk dan Situ.

Pasal 52

(11 Pertimbangan BKPRD mengenai pemanfaatan ruang di bawah,
di atas prasarana umum dan/atau RTH, serta di atas
permukaan air, sempadan sungai, kali, kanal, wajuk dan
situ, antara lain :

a. di bawa...1. danl atau di atas jalan;

b. di bawah danjatau di atas RTH; dan

c. di bawah dan/atau di atas permukaan air, sempadan
sungai, kali, kanal, waduk dan situ.

(2) Pertimbangan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
haxus memperhatikan kondisi dan/atau lingkungan di lokasi
kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan pemohon.

(3) Untuk mendapatkan pertimbangan BKPRD sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), Kepala BFTSP menyampaikan sural
pengantar beserla kelengkapannya kepada Ketua BKP~D.

Pasal 53

(1) Ketua BKPRD menerbitkan surat pertimbangan pemanfaatan
ruang di bawah, di atas prasarana umum danl atau RTH,
serta di bawah dan/atau cii atas perrnukaan air, sempadan
sungai, kali, kanal, waduk dan situ sebagai sebagai dasar
untuk mendapatkan persetujuan Gubemur.
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(2) Persetujuan Gubernur mengenaJ pemanfaatan ruang di
bawah, di atas prasarana umum dan/atau RTH, serta di
bawah dan/at::::.u di atas permukaan air, sempadan sungai,
kali, kanal, waduk, dan situ sebagairnana dimaksud pacta ayat (1),
disampaikan oleh BKPRD kepada Kepala BPTSP.

(3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan BKPRD permohonan
kegiat:a..'1 pemar..faatan ruang pemanfaatan ruang di bawah, di
atas prasarana umum dan/atau RTH, serta d.i bawah
danjatau di atas permukaan air, sempadan sur:gai, kali,
kanal, waduk, dan situ tidak dapat diterima, Ketua BKPRD
mengeluarkan surat penolakan disertai alasannya, untuk
disampaikan Kepala BPTSP kepada pemohon.

Bagian Ketujuh

[:lsentif danjatau Disinsentif

Pasal 54

(1) Pertimbangan BKPRD dalam penetapan insentif danjatau
disinsentif sesuai ketentuan yang ditetapkan dala::n RTRW
2030, serta ROTR dan Peraturan Zonasi.

(2) Penetapan insentif olch BKPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berupa :

a. keringanan, ?engurangan, dan pembebasan pajak daerah;

b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa
mang, dan urun saham pada Badan U saba Milik: Daerah
(BUMD);

c. pembangunan dan/atau pengadaan prasarana umum
dan/atau prasarana sasia!; dan

d. pemberian ?enghargaan kepada masyarakat, swasta
dan/ atau Pemerintah Daerah.

(3) Penetapan disinsentif oleh BKPRD sebagaimana cEmaksud
pada ayat (1), sesuai kewenangan Pemerintah Daerah ':Jerupa:

a. pengenaan denda secara progresif;

b. membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi
dan penalti;

c. pelarangan pengembangan pemanfaatan ruang yaig telah
terbangun; dan

d. pengenaan pajak/retribusi Iebih tinggi disesuaikan
besarnya biaya dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang
ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.

(4) Jenis dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif
yang ditetapkan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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Pasal 55

Untuk mendapatkan pertimbangan BKPRD dalam penelapan
insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Kepala BFTS? menyampaikan surat pengantar penetapan insentif
danjatau disinsentif beserta kelengkapannya kepada BKPRD.

Pasal56

(1) Ketua BKPRD menerbitkan surat pertimbangan penetapan
insentif dan/atau disinsentif sebagai sebagai dasar untuk
mendapatkan persetujuan Gubernur.

(2j Persetujuan Gubernur mengenai insentif danJatau disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh
BKPRD kepada Kepala BPTSP.

(3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan BKPRD penetapan
insentif dan/atau disinser:tif sebagaimana dimaksud pacta
ayat (1) tidak dapat diteri:na, Ketua BKPRD mengeluarkan
surat penolakan disertai alasannya, untuk disampaikan
Kepala BPTS? kepada pemo~on.

Bagian Kedelapan

Penataan Kegiatan Dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal57

(1) Pertimbangan BKPRD dalam penataan kegiatan pemanfaatan
ruang didasarkan pacta ketentuan RDTR dan Peraturan
Zonasi sebagai upaya efisiensi pemanfaatan ruang terhadap
kegiatan yang diusulkan.

(2) Untuk mendapatkan pertimbangan BKPRD mengenai
penataan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BPTSP menyampaikan surat
pengantar penataan kegiatan pemanfaatan ruang beserta
kelengkapannya kepada BKPRD.

Pasal58

(1) BKPRD memberikan pertimbangan
pemanfaatan ruang sebagai dasar
persetujuan Gubernur.

penataan kegiatan
untuk mendapatkan

(2) Persetu,;uan Gubernur mengenai penataan kegiatan
pemanfaatan ruang sebagaLllana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh BKPRD kepada Kepala BPTSP untuk
ditindaklanjuti.

. (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan BKPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tida.<: dapat diterima, Ketua BKPRD
mengeluarkan surat penola~an disertai alasannya, untuk
disampaikan Kepala BPTSP kepada pemohon.



surat pertimbangan penataan
dasar untuk mendapatkan
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Bagian Kesembilan

Reklamasi

Pasal59

(1) Pertimbangan BKPRD dalam penataan ruang reklamasi
meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
yang berada pacla areal reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan
pulau-pulau danl atau bekas pulau eli Kepulauan Seribu.

(2) Untuk mendapatkan pertimbangan BKPRD se'Jagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala BPTSP menyampaikan surat
pengantar beserta kelengkapannya kepada BKPRD.

Pasal60

(1) Ketua BKPRD menerbitkan
ruang reklamasi sebagai
persetujuan Gubernur.

(2) Persetujuan Gubemur mengenai penataan ruang reklamasi
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), disarnpa:kan oleh
BKPRD kepada Kepala BPTSP.

(3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan BKPRD seeagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, Ketua BKPRD
mengeluarkan surat penolakan disertai alasannya, untuk
disampaikan Kepala BPTSP kepada pemohon.

Bagian Kesepuluh

Pemanfaatan Ruang Uutuk Luas Laban eli Atas 5.000 m2

(lima ribu meter persegi) Sampai Dengan 10.000 m2

(sepuluh ribu meter persegi)

Pasal61

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 43 dan Pasa! 44
berlaku secara mutatis mutandis terhadap per:nohonan
pertimbangan BKPRD untuk luas laban 5.000 m 2 (lima ri~u meter
persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi).

BABV

KONSULTASI DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal62

(1) Penyelenggara PTSP sesuai lingkup tugasnya dapat
berkonsultasi dengan Kepala Dinas, Kepala Suku Di.:J.as dan
Kepala Seksi Dinas Kecamatan dalam pemberian perizinan
dan rekomendasi pemanfaatan ruang serta untuk
mendapatkan pertimbangan- BKPRD.
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(2) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1),
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan ?enmdang­
undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal63

(1) Kepala BFTSP menyampaikan laporan perizinan pe:nanfaatan
ruang kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah paling
kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(2) Laporan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lambat ckhir bulan Januari sudah diterima Gubernur
sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RDTR dan Peraturan
Zonasi.

Pasal64

(1) Kepala Per:yelenggara PTSP wajib menyampaikan penzman
pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan kepac.a Kepala
Dinas, Kepala Suku Dinas dan Kepala Seksi Dinas Kecamatan
paling kurang 1 (satul kaIi dalam satu bulan berupa hard copy
dan so:lcopy perizinan pemanfaatan ruang sesuai lingkup
tugasnya.

(2) Laporan perizinan pemanfaatan ruang yang diterima Kepala
Seksi Dinas Kecamatan dan Kepala Suku Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Dinas Kecarnatan menyampaikan kepada
Kepala Suku Dinas; dan

b. Kepala Suku Dinas menyampaikan kepada Kepala Dinas.

(3) Laporan perizinan pemanfaatan ruang yang diterima Kepala
Dinas s"bagaimana dimaksud pada ayat (21 hurul b sebagai
dasar untuk mengevaluasi ROTR dan Peraturan Zonasi.

BAB VI

RETRlBUSI

Pasal65

(1) Setiap penzman dan/atau rekomendasi pemanfaatan ruang
dikenakan retribusi yang besamya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dibayarkan sebelum izin dan/atau rekomendasi Ciberikan
kepada pemohon
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BAB VII

PENYESUAIAN PERIZINAN

Pasal 66

(1) Pemilik penzman pemanfaatan ruang dapat me1akukan
penyes:mian perizinan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan
pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan
Peraturan Zonasi, dengan mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Kepala BPTSP.

(2) Permotonan penyesuroan penzman pemanfaatan lUang
sebagaimana dimaksud pacta ayat (I). dengan melampirkan
persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang
masih berlaku;

b. fotokopi izin pemanfaatan mang lama atau sejenisnya
(KR.'<, SIPPi', RTLB dan 1MB);

c. fotokopi izin prinsip pemanfaatan ruang lama;

d. foto:;Copi izin kegiatan pemanfaatan ruang lama (apabila
ada);

e. fotokopi lZlll pemanfaatan ruang lama (apabila ada);
dan/atau

f. fotokopi 1MB (apabila ada).

(3) Persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diterbitkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Berdasarkan permohonan penyesuaian perizinan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 66, Kepala
Penyelenggara PI'SP memberikan perizinan pemanfaatan
ruang sesuai ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan
dalam RDTR dan Peraturan Zonasi, kecuali yang harus
mendapatkan pertimbangan BKPRD.

(2) Kepala Penyelenggara PTSP dapat menerbitkan penzman
sesum dengan perizinan pemanfaatan ruang yang lama
selama tidak bertentangan dengan RDTR dan Peraturan
Zonasi.

(3) Kepala Penyelenggara PTSP dapat menerbitkan perpanjangan
izin operasional sepanjang izin operasional tersebut sesuai
dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.
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(4) Sebelum perizinan pemanfaatan ruang dan perpanjangan izin
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2) dan
ayat (3) diterbitkan, pemohon harus menunjukkan dokumen
perizinan yang asli untuk dilakukan proses validasi.

(5) Pemberian penzman pemanfaatan ruang se:mgaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). paling kurang memiliki
proporsi kewajiban yang sarna dengan kewajiban yang telah
ditetap;Can dalam perizinan sebelumnya.

(6) Ketentuan proses validasi dokumen perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Kepala
BPTSP.

Pasal68

Dalam hal kewajiban yang ditetapkan dalarn perlZman
pemanfaatan ruang sebelumnya terdapat perbedaan dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam RDTR, Peraturan ZOnasi dan
Peta Operasional, maka disesuaikan dengan kewajiban dalam
RDTR, Peraturan Zonasi dan Peta Operasional danlatau menjadi
kewajiban lain Jrang diputuskan oleh Gubemur setelah
mendapatkan pertimbangan BKPRD.

BAB VlIl

PENGAWASAN

Pasal69

(1) Kepala Dinas, Kepala Suku Dinas, dan Kepala Seksi Dinas
Kecamatan sesuai lingkup tugasnya melakukan pengawasan
perizinan pemanfaatan ruang melalui pemantauan
(monito:ing).

(2) Pelaksa...'"1aan pengawasan perlZman pemanfaatan ruang
melalui pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud
pacta ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perund2I1g-undangan.

(3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terbukti terdapat pelanggaran pemanfaatan
ruang, Kepala Dinas, Kepala Suku Dinas, dan Kepala Seksi
Dinas Kecamatan memberikan sanksi administratE sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalarn hal pelanggaran perizinan pemanfaatan mang, dikenakan
sanksi sesuai ketentuan ~raturan perundang-undangan di
bidang penataan ruang.
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9ABIX

KETENTUAN LAlN-LAIN

Pasal 71

Prosedur pe!ayanan, waktu pelaksanaan, format dan rincian
ketentuan lebih lanjut perizinan dan rekomendasi diatur dalam
Peraturan Kepala BPTSP.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

PasaI72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

a. perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelwn
ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap
berlaku hingga berakhir masa berlakunya selama perizinan
tersebut sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi; dan

b. pemanfaatan ruang yang masa berlaku izinnya sudah habis,
perpanjangan izinnya harus disesuaikan berdasarkan
Peraturan Gubernur ini dengan mengacu kepada RDTR dan
Peraturan Zonasi.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Keputusan Gubemur Nomor Da 11/3/11/1972 tentang
Penyempurnaan Prosedur Permohonan lzin Membebaskan
dan PenunjukanJPenggunaan Tanah serta Prosedur
Pembebasan Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya
Uutuk Kepentingan Dinas/Swasta di Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

b. Keputusan Gubernur Nomor D.IV-a.ll/1/25/1973 tentang
Kewajiban Untuk Mendapatkan Izin Bagi Orang yang Akan
Membeli Tanab yang Luasnya Lebih dari 5.000 m2 Dalam
Wilayah Daerab Khusus Ibukota Jakarta;

c. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang
Rencana Rinci Tata Ruang Untuk Wilayah Kecamatan di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubemur Nomor 137 Tahun 2007; can

d. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang
Bangunan Rumah Tinggal Tiga Lantai,

clicabut dan clinyatakan tidak berlaku.
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Pasa! 74

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan per:..gundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 OI<tober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVlNSr DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 63009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003


